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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diterbitkan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah; 

b. bahwa dalam pelaksanaannya peraturan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a masih terdapat kendala dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2043); 

2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3318); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang 
Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3632); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3988); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan 
Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4432); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3372);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
3746); 

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Badan Pertanahan Nasional; 

11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN 
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah, diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga 

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 
”Pasal 6 

(1) Apabila suatu wilayah kabupaten/kota dipecah menjadi 2 (dua) atau 
lebih wilayah kabupaten/kota, maka dalam waktu 1 (satu) tahun 
sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan 
kabupaten/kota yang baru, PPAT yang daerah kerjanya adalah 
kabupaten/kota semula harus memilih salah satu wilayah 
kabupaten/kota sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa 
apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka 
mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang 
pembentukan kabupaten/kota baru tersebut daerah kerja PPAT yang 
bersangkutan hanya meliputi wilayah kabupaten/kota ketak kantor 
PPAT yang bersangkutan. 

(2) Pemilihan daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
dengan sendirinya mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya 
undang-undang  pembentukan kabupaten/kota yang baru. 

(2a) PPAT yang telah memiliki daerah kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), harus menyerahkan protokol PPAT untuk 
wilayah yang bukan menjadi daerah kerjanya lagi kepada PPAT yang 
lain yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan 
wilayah kerja yang baru. 

(3) Apabila Kantor Pertanahan untuk wilayah pemekaran masih 
merupakan kantor perwakilan, terhadap PPAT yang memilih daerah 
kerja asal atau daerah kerja pemekaran masih dapat melaksanakan 
pembuatan akta meliputi wilayah Kantor Pertanahan induk dalam 
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-
undang pembentukan kabupaten/kota yang bersangkutan. 

(4) PPAT yang diangkat dengan daerah kerja kabupaten/kota 
pemekaran sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
pemekaran belum terbentuk, maka PPAT yang bersangkutan hanya 
berwenang membuat akta di daerah kerja sesuai dengan 
pengangkatannya.” 

 
2. Paragraf 1 diubah, sehingga Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut: 

”Paragraf 1 
Pengangkatan dan Ujian PPAT” 

 
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi 

sebagai berikut: 
”Pasal 12 

(1) Dihapus. 
(2) Dihapus. 
(3) Materi ujian PPAT terdiri dari: 

a. Hukum Pertanahan Nasional; 
b. Organisasi dan Kelembagaan Pertanahan; 
c. Pendaftaran Tanah; 
d. Peraturan Jabatan PPAT; 
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e. Pembuatan Akta PPAT; dan 
f. Etika profesi.” 

 
4. Ketentuan Pasal 13 dihapus. 

 
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

”Pasal 14 
Untuk dapat mengikuti ujian PPAT, yang bersangkutan berusia paling 
kurang 30 (tiga puluh) tahun dan wajib mendaftar pada panitia 
pelaksana ujian Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan 
melengkapi persyaratan: 
a. fotocopy KTP yang masih berlaku; 
b. dihapus. 
c. pas photo berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan 
d. fotocopy ijazah S1 dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi, atau ijazah Program 
Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister Kenotariatan yang 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

e. dihapus.” 
 

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut: 

”Pasal 15 
(1) Calon PPAT yang telah lulus ujian PPAT sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (2), mengajukan permohonan pengangkatan sebagai 
PPAT kepada Kepala Badan sesuai bentuk sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I. 

(2) Permohonan pengangkatan sebagaimana PPAT, dilengkapi dengan 
persyaratan: 
a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan/atau surat 

keterangan yang pada intinya menerangkan tidak pernah 
melakukan tindak pidana kejahatan yang dikeluarkan oleh Instansi 
Kepolisian. 

b. Surat keterangan kesehatan dari dokter umum atau dokter 
spesialis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat 
jasmani dan rohani; 

c. Surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani; 

d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang 
menyatakan tidak rangkap jabatan; 

e. dihapus. 
f. Daftar riwayat hidup; dan 
g. Fotocopy ijazah S1 dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi, atau ijazah 
Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister Kenotariatan 
yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

h. dihapus. 
 
7. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: 

”Pasal 51 
(1) Blanko akta PPAT dibuat dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia. 
(2) Blanko akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

diperoleh oleh PPAT, PPAT Pengganti, PPAT Sementara atau PPAT 
Khusus.” 
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Pasal II 

 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 26 Oktober 2009 

 
 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

JOYO WINOTO, Ph.D. 
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